NOMOR - 3 TaWuv  oi
g\ P12 guav Jois b

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Wee Karou No : - Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. No. (0387) 22203, Fax (0387) 21093, Email : Wesumba@yohoo.com
WAIKABUBAK

NOTA DINAS

Kepada Yth : PIt. Bupati Sumba Barat

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.
Nomor : P- 548/HK/188.4.45/53.12/03/2015
Tanggal : 18 Juni 2015
Hal . Pengajuan Konsep Peraturan Bupati Sumba Barat tentang :
. Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten
Sumba Barat

Terlampir untuk ditanda tangani oleh Bupati Sumba Barat.

Dapat dijelaskan bahwa Konsep keputusan tersebut telah diteliti oleh
Bagian Hukum baik dari segi bentuk penyusunan produk hukum

maupun dari segi materi muatan telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Atas perkenanan Bapak menandatangani Konsep Keputusan
tersebut kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
«KABUPATEN SMBA BARAT, ﬁ

-_—

/Drs. UMBU DINGU DEDI. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA — IV/d
NIP. 19600419 198803 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jin. Weekarou No.- Telp. (0387) 22208 Email : dppkdkabsumbabarat@amail.com Waikabubak

wf
S,

NOTA DINAS
Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Dari . Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Nomor . DPPKD.950/742/53.12/6/2015
Tanggal : 12 Juni 2015
Hal : Pengajuan Konsep Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

ISI NOTA DINAS

.man hormat, Telah diteliti

Bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian
daerah yang diakibatkan oleh bendaharawan atau KEPALA BAGIAN HUKUM,
pegawai bukan bendaharawan dalam melaksanakan
tugas sehari-hari, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sumba Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BULU BEPA TOBU, SH

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini PEMBINA'- IV/a
kami sampaikan Konsep Peraturan Bupati NIP. 19640615 199903 1 003
Sumba Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan |
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumba Barat.

. Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk
diteliti dan dipertimbangkan dalam penetapannya.
Mengetahui :

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT, [

rs. DANIEL B. PABALA ,ffffd: HIM KEDUJAWA

PEMBINA - IV/a <~ PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 19620506 199903 1 001 NIP. 19590328 199209 1 001




BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

. bahwa kerugian daerah yang diakibatkan oleh bendaharawan atau

pegawai bukan bendaharawan dalam melaksanakan tugas
sehari-hari, perlu diselesaikan;

. bahwa penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dilaksanakan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten
Sumba Barat;

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1656):;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400),

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) : J"



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74)

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 147) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata
Cara Penyelesaian Kerugian Negara dijajaran Departemen Dalam
Megeri ;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah ;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310) ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001
Tahun 2008);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001
Tahun 2009). j{'



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  TUNTUTAN  GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ;

2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat ;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Barat ;

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat ;

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat ;

6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah
majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah ;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat ;

8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah ;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumba Barat ;

10.Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut
bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;

11.Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah ;

12.Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik
Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan
kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan
perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang
mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah
maupun barang milik daerah;

13.Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab
oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah
sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang
atau perjanjian/perikatan lainnya;

14 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;

15. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses
tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam
pengurusannya terdapat perbendaharaan dan kepada
bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian; /L
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16.Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu
proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan
sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian
disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau
melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun
tidak langsung daerah menderita kerugian

17.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya
disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR
bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan
bendahara/ penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian
daerah;

18.TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal
Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada
dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau
pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian
kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR;

19.Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau
pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau
barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan
daerah;

20.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

21.Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang
disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian
bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan
suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (force
majeur) ;

22.Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan
oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan
pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan ;

23.Perhitungan ex. Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan
barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau
melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau
pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan
tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya ;

24 Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang
diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena
yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli
warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya ;

25.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya
hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah ;

26.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari
administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu
membayar) seluruhnya maupun sebagian ;

27.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR
bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia
mengganti kerugian daerah tersebut ;

28 Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang
dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara
atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita
jaminan ; j'



29.Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah
yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan
bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara ;

30.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau
penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati ;

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pelaksanaan TP-TGR yang
dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.

BAB IlI
PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang

karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar

kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang
dikenakan, apabila :

1.

P

6.

Ts
8.

melakukan  penyalahgunaan  wewenang/jabatan  yang
mengakibatkan kerugian daerah;

tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas
penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam
pengurusannya;

membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah
yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak
dan/atau secara tidak sah;

. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau

pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung
jawabnya;

melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya
penipuan, pencurian,penodongan, perampokan terhadap
uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai
dengan kenyataan;

khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.

b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :

1.
2

3.

melakukan  penyalahgunaan  wewenang/jabatan  yang
mengakibatkan kerugian daerah;

merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi
tanggungjawabnya;

melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya
barang milik Daerah;

melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya
penipuan, pencurian, penodongan, perampokan terhadap
barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya; ﬁ,
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5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan
barang/jasa;

6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang
telah ditentukan atau tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai
ketentuan.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH

Pasal 4

(1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis
Pertimbangan.

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab
kepada Bupati.

(3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) secara ex-officio terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;

b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua | merangkap
anggota;

c. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Setda Wakil Ketua Il
sebagai anggota;

d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah
selaku sekretaris merangkap anggota;

e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
selaku anggota;

f. Kepala Bagian Hukum pada Setda selaku anggota;

g. Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda selaku anggota;

h. Sekretariat.

(4) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan
mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan
mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi;

b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada
Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk
pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan,
penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan
peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi
hambatan dan penagihan melalui instansi lain ;

(5) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati.

Pasal 5

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

-

(1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Dinas Pendapa?‘n



(2)

Kepala DPPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang
terdiri dari unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan
Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB YV
INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai
sumber, antara lain:

a.
b.

C.
d.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;

pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap
kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian
daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat
yang berwenang.

Kepala SKPD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di
lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari sejak diketahui kejadian tersebut wajib melaporkan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk
melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan
melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya
pengembalian kerugian daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau
sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan
sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

BAB Vi
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh
Inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang
sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-
TGR, dan dituangkan dalam berita acia penilaian kerugian

daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat. |,



(2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai dasar bagi MP-TP/TGR dalam melaksanakan
penuntutan dan menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab
Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau
memberatkan Pelaku TP-TGR.

(3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari
daftar inventaris atas barang dimaksud.

(4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR
merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

(5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah
meliputi:

a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang
antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih
antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa
fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang
yang dimaksud;

b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung
sebesar nilai uang yang hilang;

c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat
diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang
tersebut;

d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau
rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah
pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
= untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat

perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai
perolehan/ pembelian barang dimaksud;
= untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari
saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga
pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

(6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang
dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I, Il dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama
Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan Upaya Damai, Tuntutan
Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau
Pencatatan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(1)

()

(3)

(4)

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 10

Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat
melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli
waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara
pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM).

Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/jpenghasilan
lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaiji
dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah
dan Surat Kuasa Menjual.

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat
melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3)
dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban
bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi
kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari
penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada
bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan
keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan
Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam contoh format Lampiran V dan VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaku TP wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama
minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala
SKPD yang bersangkutan.

Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan
menjadi Piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi
tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk
menyelesaikannya.

Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang
TP dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dilaporkan
setiap triwulan kepada Bupati.

Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak
dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk
dilakukan penghapusan. ﬁ



(1)

(2)

3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(1)

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 12

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak
bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan
pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan
kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut
dengan menyebutkan:
a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris
yang menyebabkan kerugian daerah;
b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
Pelaku TP Biasa diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan
keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada
Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas
dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang
disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal
diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada
ayat (3) bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak
mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan
pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang
bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka
Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan
barang/ahli waris cukup bukti maka Majelis Pertimbangan
mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk
mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian
daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris,
maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan
agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat
materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah,
maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda
memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan
diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan
perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya
diterbitkan SKTJM.

Pasal 13

Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli
waris tidak bersedia menandatangani SKTJM. /L :
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

(4)

Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan
barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari
yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Format Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara
tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas
kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan
pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.

Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana
tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan
selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang
menjadi piutang TP dengan batas waktu yang ditetapkan dalam
SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan,
maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya
diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya
disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 15

Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada
pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara.
Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat
berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan
Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar
oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.

Pasal 16

Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus
menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau
lebih dari nilai Piutang TP.

Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris
menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat
Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk
Bupati.

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat
menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk
Bupati menjual barang jaminan tersebut.

Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan
oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk
barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis
Pertimbangan. ]L
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Pasal 17

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP telah dipenuhi oleh
bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus
dilakukan adalah:

a.

Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP
kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

. Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.

. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD

mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan
Pembebanan Kerugian.

. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan

Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang
jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati

melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, barang dan
dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang
meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.

(2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tersebut berupa:

a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu
lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala
SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat,
barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap
sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan
disegel;

b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap
gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang
menjadi  tanggungjawab  Penyimpan  Barang yang
bersangkutan.

(3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh

saksi-saksi:

a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal
dunia;

b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau

c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang
berada dibawah pengampuan.

Pasal 19
(1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas
rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat

atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat
perhitungan ex. officio.
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(2) Salinan hasil perhitungan ex. officio diberikan kepada
pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang
yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu
14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatan.

Pasal 20

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan
dengan  pembayaran  secara tunai atau diangsur sesuai
ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan
perbendaharaan biasa.

Pasal 21

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena
bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris
atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi
tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati
menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah
dengan salinan untuk disampaikan kepada Instansi Pemeriksa.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 22

(1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan
Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 21,
kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukuan piutang TP.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-
waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan
barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP
dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 23

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan
cara Upaya Damai danfatau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau
Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 24

(1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan
melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli
waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar
langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua)

tahun. }A )
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan
bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja
atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan
Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut
telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan
wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan,
antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas
nama pegawai yang dikenai TGR ;
c. Surat Kuasa menjual barang atau kekayaan lain dari
pegawai yang dikenai TGR.
Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi
Pelaku TGR Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan
cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas
Daerah di Bank NTT Cabang Waikabubak.
Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan

‘pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1),
maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual
sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti,
penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku TGR
yang diduga telah merugikan daerah.

Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan
melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan
kewajiban  yang dipersalahkan kepadanya, serta ada
hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan
status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan
dikenakan TGR Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui
Maijelis Pertimbangan.

(1)

Pasal 27

Apabila usaha Penyelesaian TGR melalui upaya damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak
berhasil, proses TGR Biasa diawali dengan pemberitahuan
secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati
kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan: /f. ‘
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(@)

(3)

(4)

(3)

(6)

(1)

(2)

(3)

a. ldentitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;

Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14
(empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan,
untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis
dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada
Majelis Pertimbangan.

Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk
membahas dan mengklarifikasi pengajuan
keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku TGR
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku TGR tidak
mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan
pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang
bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian,
maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan
Sementara.

Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk
mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan
Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau
saksi.

Keputusan Bupati terhadap permohonan  banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa
menguatkan atau membatalkan Keputusan Pembebanan
Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah
kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 28

Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan

barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan

penggantian berupa bentuk uang atau barang.

Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor

roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih, dan yang umur

perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis,
tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan,

b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat; dan

c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya
merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan
TGR.

Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk

uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku. /L
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Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 29

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli
waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan
Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana
tersebut dalam Pasal 24 setelah mendapat pertimbangan dari
Majelis Pertimbangan.

BAB VI
KADALUWARSA

Pasal 30

(1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kadaluwarsa
(lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga
puluh) tahun kekurangan kas / barang tersebut dalam kasus
dimaksud tidak dilakukan upaya — upaya damai.

(2) Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau
yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu)
apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :

a. meninggalnya bendahawaran tanpa adanya
pemberitahuan.

b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir
sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah
ditetapkan.

Pasal 31

Tuntutan Ganti Rugi Biasa dinyatakan kadaluwarsa jika dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau
dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 32

(1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampulyang
memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM
diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu
membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk
penghapusan atas kewajibannya.

(2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk
melakukan penelitian. ),.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

Apabila ternyata pelaku ataupun pengampu / yang

memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka

Bupati dapat menerbitkan Keputusan penghapusan piutang

TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah,

ditetapkan oleh :

a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 33

Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris,
maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada
Bupati untuk menghapus piutang TP-TGR.

Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan
penghapusan piutang TP-TGR.

BAB X
PENYETORAN

Pasal 34

Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan
oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang
ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-
TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada
Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke
rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda
Setoran (STS).
Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
a. ldentitas sebagai Pelaku TP-TGR ;
b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran
yang keberapa ;
c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR,
sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar
pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bendahara Penerimaan vyang ditunjuk menerima hasil
penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan
membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan yang berlaku. /E

r
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(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana
dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan
ke Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah setiap
Triwulan.

Pasal 35

Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesainya melalui
Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau
uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima
rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada
rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
bersangkutan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 36

Majelis TP-TGR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian
kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

BAB XlI
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah
terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan yang berlaku.

Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh
Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan
kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan
perdata.

Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari
tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk
mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-

Undang. /L
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggah ¥ Juni 7

f Plt. BUPATI

£

{.REKO DETA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal ,15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
L. KABUPATE#N-SUMBA BARAT /

/-""

MBU DINGU DEDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

-3 TAHUN 2015

12 Juni 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT

LOGO

PEMERINTAH
KABUPATEN

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Perihal

Tangpal, ....cc.ocvomniniinnnins 20...
Kepada
Yth. Bupati Sumba Barat

- Laporan Kerugian Daerah di

Waikabubak

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan
uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang!pagawal di...

(SKPD/Instansi) .............ceooeee @ADL e, I | ||
Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp { dengan
hund.......... )

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang
telah kami ambil adalah :

1.

3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan
brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran
barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris
serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan .
Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis |
Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban |
Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan
pengeluaran barang ;
Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

apow

‘.-‘“

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan
barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD ...............

NI S i

ﬁ Plt. BUPATI BA BARAT !

L

L _.
(L REKO DETA
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 Jwmi 2015

TENTANG . PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Nomor : 020/ ...... 1427 .....120..

Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun .................., kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Sumba Barat) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur

Kabupaten Sumba Barat tanggal ........... Nomor.................. ; atau

-  Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ............ tanggal ............ Nomor
___________ atau

- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat tanggal ..............
Nomor ............... (™)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :
hilang / rusaknya barang daerah berupa ..................... (jenis barang) ..................
(spesifikasi) Penggunaan (SKPD) .. venerinanseen 3 SRAL {*)

- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)
.................. senilaiRp. .............. ; atau (%)

- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada
Gudang Penggunaan (SKPD) ... , berupa ... (jenis barang)

{spesﬁikasn ) se.ajumlah .............. (satuan) senilai Rp...........

F’enggunaan (SKPD) .. cerreneeenne o atau (*)

- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Penggunaan (SKPD) ............ , senilai
 £{+ (M

dengan pelaku penyehab kerugian daerah yaitu :

Nama e
Pangkat / Gol ety e o SR {..71..)
Jabatan T e
Alamat Kantor T Ve N

Almatan Rumah

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang
Daerah ;

5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari
Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi
Pendapatan ; atau (*)

Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang
hilang ; atau (*)
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Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan
1pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud dipercleh data sebagai berikut ;

Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..................... (jenis barang) ............ccooeeenn
(spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ................. pada koran ............... yang terbit
pada tanggal ............, atau daftar harga dari toko / perusahaan .................. pada tanggal
................. senilai Rp. .................. terlampir ; atau (*)

Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ................. tanggal
evinnnenannns. SeNilai Rp. ............ terlampir ; atau (%)

Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ............... Nomor ........... pada saat
pemeriksaan ............ SKPD .......... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara

pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang
persediaansenilai Rp. ......... ™

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Sumba Barat /

Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan
pelaku senilai Rp. ........... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan .................
pada tanggal .............. atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

...........................
e R

Catatan :
(*) pilih salah satu / coret yang tidak periu

g Pit. BUPATLSUMBA BA.RAT/

REKO DETA

22



LAMPIRAN Ill PERATURAN EUF‘ATI

NOMOR . 3 TAHWN 2015

TANGGAL - 12 JUET 2015

TENTANG . PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANT!I RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

FORMAT RISALAH SIDANG
Nomor : 020/........../427. ....[20....

Pada hari ini .................... tanggal ............. bulan ................ tahun ......................, kami yang
bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten Sumba Barat yang dibentuk dengan Surat Haputusan Bupati Sumba Barat Momor :

i Tanggal ......ccoseeeenremmmsirsncces TEMEEMY  ccoveieecn. virereneene. tElah melakukan
rapatfsldang Majelis yang antara lain ]uga dihadiri oleh . {Kepala SKPD dari pelaku TP-
TGR} dan .. . (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

Hllang!rusaknya barang daerah berupa
a. Jenis barang e
b. Spesifikasi barang : ..........cccoccceviiiieinnn.
c. Pengguna barang
d. Jumlah barang
e. Nilai barang R SR |
- Adanyra selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD)
R .. senilai Rp. .. ceevesseerssnerens (seeeneoid@lam huruf........) ; atau

- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada
gudang penggunaan (SKPD) ..............ccececcunneeeen... beTUPE
a. Jenis barang A D A Lt
b. Spesifikasibarang : ..........ccccccoiiiiinns
c. Pengguna barang
d. Jumlah barang
e. Nilai barang b st Ceane R
- Hllangnya uang Pemerintah Kabupaten Sumba Barat penggunaan (SKPD) .. ceneerenne SENINAI
Rp. .. venmrenrnrsrerens k sevessnense d8IAM huruf...........)

Dengan pelaku penyebab keruguan daerah yaltu
Nama i
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan T R S SIS B TS
Alamat Kantor e e e TN D
Alamat Rumah R e [ | 1 RS o Sy

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1897 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan
Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;

8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia MNomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

=~
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Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang
daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga
pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh
nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

a. Objek penilaian

b. Metode penilaian

c. Referensi pembandlng

c. hasil penilaian

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan

taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.
., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ............ nomor ........... pada saat
pemeriksaan pada SKPD ..o, yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara
pencatatan pembukuan EendaharaFPenylmpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan
senilai Rp. ..

2. Surat Kepala SKPD ................ Tanggal .......c........ Nomor ................. perihal laporan

kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
d. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa
pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan ;

e. sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan
upaya pengamanan terhadap harang milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang menjadi
tanggung jawabnya, berupa tindakan .. :

f. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa
unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian
tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;

g. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya
berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas
yang tinggi terhadap pekerjaan ;

h. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-
belit dan konsekuen ;

i. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali
pelaku.

j. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur
melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang
sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat
atau senilai .....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana
tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... % X

R e 00 = Rp. ... L00 ( ..dalam huruf .. ), dan
penyelesalannyra dengan cara tunai pahng lambat 1 {satu} har!l sejak dlterblﬂcannyra risalah sidang
ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap
perbulan sebesar Rp. dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui
Pengurus Gaji SKPD . verieireanneene.. SEl@Ma ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap
perbulan sebesar Rp.... Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut

Pelaku TP-TGR membenkan jamman berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerblth:an Surat Ketemngan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal .....
setiap bulannya pada Nomor Rekening ............. .. selama ..... (bulan) mulai bulan
..tahun ..........sampai dengan bulan...... . tahun ..
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Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku

TP-TGR setiap bulannya pallng lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada

Nomaor Rekemng : seiama ..... (bulan) mulai bulan ............... tahun
...sampai dengan bulan ........... tahun

Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima
kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila
dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya,
selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.

Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau
penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan
memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Sumba Barat dengan
Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat
Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

KABUPATEN SUMBA BARAT
No. NA MA INSTANSI ""‘B‘I';,"m"?:"-““ TL‘“.‘"‘:;D:;“
1
2.
3.
4
5

Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

1.

-

Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :

1.

 §

{

REKO DETA
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3 TAEUN 2015

TANGGAL  : 12 JWiI 2015

TENTANG  : PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NMomor :981/...... 1427, ..... {20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama o s A b AL A ST AR SR B R R B

NIP e e e

AN TR ooy s sis do chudammsina s { 1)

Jabatan

Adamat Bambor: | araiiniiainiinsnsiseeyi v i Dol s

Alamat Rumah @ ..o Telp. .o

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ... (jenis barang)
.............. (spesifikasi ) Penggunaan (SKPD ) ...............

2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk  menyelesaikan  kerugian Daerah  senilai
Ry (dalam huruf ), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal .......... 2014 Nomor:020/....... /042/2014 ;

3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran
pada rekening Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : ..........cccooeceevnneee.. (1anda bukti
penyetoran terlampir), (*)

4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji
selama ............. (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ............... , atau
diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD .......... selama ......... (bulan} dengan nilai
angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .......... ; (")

5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan
pemotongan gaji saya sebesarRp.................. selama (bulan) ;

6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berupa barang
............ (jenis barang) ............ (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang
ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya
kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba
Barat menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa

paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waikabubak, ..........cccooiieniiinna
Yang Menerangkan/Menyatakan,

SAKSI| SAKSI :

1. Nama L s EsRmaeheseaeen - handatangan i
MN.I.P
Pangkat / Gol LT A A NERLE e ae e A Y
Jabatan : Kepala SKPD *)..cc.cccoovvvviviciiniiniiiinineennn. Kabupaten Sumba Barat
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2 Nama
N.ILP
Pangkat / Gol
Jabatan

2. Nama
N.ILP
Pangkat / Gol
Jabatan

= TR0 s i

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat
Kabupaten Sumba Barat

Tandatangan: .........ccoooeiireinnnnn

wiiireieee.... Kabupaten Sumba Barat
ﬂ Pit. BUPATI SUMBA BARAT {

]

F, REKO PETA
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3 TAHUL 2015

TANGGAL . 12 JULT 2015
TENTANG . PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
" GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN

SUMBA BARAT

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama s o e R T S R e D S
N.LP
PRI G - e R R s (1)

Jabatan :

Aamet IEnlor: ooacssesinnsinin i TN e s S
AlamatRumah ... PRlp s R

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama B R e B s
N.LP T o
PO 2o s e s e G s
Jabatan B b S s e B
Alamat Kantor
Teip

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/lpenghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan

................. tahun........... sd bulan ... Tahun ............sebesar Rp..............,00
...Tupiah ) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
BAgRl s 20...., Momor .............. sebagai bentuk tanggung jawab saya atas

perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, untuk itu hasil p-emﬂtongan gajl harus
disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat, pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi
Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib
mengalihkan haknya untukmemotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD
dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa
paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakabobek. . i
Yang Menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

f Pit. BUPATI

REKO DETA
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI

NOMOR © 3 TAFTN 2015

TANGGAL  : 12 Jult 2015

TENTANG . PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama T T e S R A e i R B T B TR TS ETT RS TR
N.ILP e o e e B e e e
Pangkat / Gol. R e R S R R T SR FL st e R R T
Jabatan et s e e Tt A e i s S
Alamat Kantor [ + TR S
Alamat Rumah R S R B P TR o i sinssnns i sumiinsvin

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama i i e A R B A B M R s Ca e B S A

N.ILP B v g st i e S S e s e B R B b S i

Pangkat/Gol. s L P L T DT

Jabatan R R BB AR e e e

Alamat Kantor s e g s B A e N A SR
Teip.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual,
melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang

telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai barang
jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang
merugikan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutiak (SKTJM) tanggal ............... 201..., Nomor ............

Surat kuasa ini diberikan subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka
Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-
barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa
serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

T Waikabubak,.................. e
Yang Menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

E{PIL BUPATI S A BARAT é

REKO DETA
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LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI

TAHTN 2015

12 JUNI 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

=2

GANTI

RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN

SUMBA BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI SUMBA BARAT

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR :188.45/ [427.12/20...

TENTANG
PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah
diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD

. sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan

Keputusan Bupati Sumba Barat.

—

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik
MNegara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Negara dijajaran Departemen Dalam Negeri ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Sumba Barat
sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor .............. tanggal ............. perihal
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/

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara
i (NAMA,  NIP,  pangkat, jabatan) selaku
Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD
sebesar Rp......occvcicnnn,
{ireeeieeeeinneeeo..dengan huruf ..........................) untuk disetor ke Kas Daerah.
Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana
tersebut pada Diktum KESATU.

Memerintahkan kepada Kepala SKPD ...................... (tempat pelaku TP-TGR
bertugas)................. untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran
kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 20....

BUPATI SUMBA BARAT

ﬁ Pit. BUPATI SUMEA BARAT /

L.
|
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